BAB IV

ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENAMBAHAN 1/3
HUKUMAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Terhadap Penambahan 1/3 Hukuman dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Perdagangan Orang atau biasa disebut human trafficking merupakan
bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan
internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan
orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan
dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan
diperkerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau
bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali
dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun
perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar
negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan
informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam

perdagangan orang. *

Ada beberapa pasal yang menyebutkan beberapa aspek pidana dalam
undang-undang tindak pidana perdagangan orang, yaitu dalam pasal 3, pasal

4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 (pemberatan). Sedangkan unsur-unsur pidana

! Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.
68
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dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, terdiri dari unsur subjektif dan
unsur objektif, yakni sebagai berikut :
a. Unsur subjektif :
- Orang yang mampu (bisa instansi maupun perorangan) yang melakukan
kejahatan perdagangan orang.
- Adanya kesalahan perbuatan, artinya perbuatan trafficking telah
melanggar aturan Undang-Undang yaitu memindahkan dan mengangkat
seseorang atau anak untuk dieksploitasi.
b. Unsur objektif :
- Adanya perbuatan orang/instansi.
- Akibat dari tindak pidana perdagangan orang yaitu cacat fisik maupun
mental
Dari mulai pasal 2 sampai pasal 7 cara melakukan delik yang dilakukan
berbeda-beda akan tetapi hukuman yang diberikan sama kecuali pasal 7 ada
pemberatan sanksi.

Indonesia sampai sekarang ini belum memiliki sistem pemidanaan
yang bersifat nasional yang di dalamnya mencakup pola pemidanaan dan
pedoman pemidanaan, yaitu acuan atau pedoman bagi pembuat undang-
undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang
mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut
“pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif’. Sedangkan pedoman
pemidanan adalah pedoman penjatuhan atau penerapan pidana untuk hakim

(“pedoman yudikatif” atau “pedoman aplikatif”). Dilihat dari fungsi



70

keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu
sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional
dibuat.

Menurut Jonkers dasar pemberatan atau penambahan pidana adalah
sebagai berikut:?

a. Kedudukan sebagai pegawai negeri

b. Recidive (pengulangan delik)

c. Samenloop atau Concursus (gabungan atau perbarengan dua atau lebih
delik)

Jika pengadilan ingin menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana
tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah
dengan sepertiganya. Pemberatan sanksi dengan penambahan 1/3 hukuman
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dapat terjadi jika
obyeknya mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular
lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau
hilangnya fungsi reproduksinya. Penambahan 1/3 hukuman terjadi karena
dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan perbuatan memperjual-belikan orang
(trafficking) dan juga melakukan penganiayaan secara sengaja terhadap
korban.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada 19 April 2007 yang

merupakan peraturan yang khusus yang mengatur tentang tindak pidana

? Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 427.
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perdagangan orang, sehingga dapat menjadi sarana bagi penegakan hukum,
khususnya terhadap penanganan perdagangan orang. Adapun perlindungan
korban belum mendapat perhatian, hal ini terlihat dari masih sedikitnya aturan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai  hak-hak korban.
Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika
dibandingkan dengan tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.
Dalam beberapa kasus kejahatan, seringkali wujud perlindungan hukum yang
diberikan kepada korban termasuk korban perdagangan orang hanya terbatas
pada aspek materiil saja, yaitu diberi hak untuk menuntut ganti kerugian.
Harapannya setelah ganti kerugian diberikan penderitaan yang dihadapi
korban akan selesai. Padahal akibat yang diderita korban sangat kompleks,
tidak hanya kerugian materiil saja tetapi secara fisik dan psikis.>
Meskipun sanksi pidana trafficking sangat jelas yaitu penjara 3-15
tahun dan denda Rp. 120 - 600 juta rupiah (Pasal 2-6), namun angka
trafficking tidak menunjukkan penurunan. Hal yang demikian ini, sangatlah
memprihatinkan. Di dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat,
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya
(HIV/AIDS), kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya
(selaput dara tidak utuh atau rusak), maka ancaman pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, danPasal 6.”

* Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang..., 19-20.
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Penambahan 1/3 hukuman terjadi dikarenakan adanya akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (1) selain
melakukan trafficking, pelaku juga memenuhi unsur penganiayaan yang
disengaja. Karena mengakibatkan korban mengalami luka berat (perlukaan),
gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya,
kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Sehingga
terdapat gabungan atau perbarengan hukuman tindak pidana.

Menurut analisis penulis, penambahan 1/3 hukuman termasuk
concursus realis yang sistem hukumannya disebut sistem absorbsi stelsel
yang dipertajam. Concursus realis adalah gabungan perbuatan yang terjadi
jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga secara
hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana. Dengan kata
lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya
satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana
yang berdiri sendiri. Bentuk gabungan perbuatan ini memiliki beberapa
sistem hukuman. Sistem hukuman yang termasuk dalam Pasal 7 ayat (1)
adalah sistem absorbsi stelsel yang dipertajam. Sistem absorbsi stelsel yang
dipertajam (verscherpte absorbi stelsel) adalah gabungan perbuatan yang
terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana
pokok yang sejenis. Dalam penjatuhan pidananya, hanya menjatuhkan satu
pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu adalah jumlah

maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak
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boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.*
Sistem ini diatur dalam Pasal 65 KUHP. Misalnya, kasus di Tulungagung. Di
dalam putusan No. 518/ Pid.B/ 2009/ PN. Ta, Pengadilan Negeri
Tulungagung telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa
karena terdakwa bukan hanya memperdagangkan dan menyetubuhi, tetapi
juga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Sehingga terdakwa dikenakan
hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 dengan
ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan
selama 12 bulan. Di dalam kasus tersebut terlihat bahwa hukuman yang
dijatuhkan adalah 15 tahun penjara. Sedangkan dalam Undang-Undang
trafficking batas maksimum hukuman penjara adalah 15 tahun. Sehingga
walaupun terdapat unsur penganiayaan, penambahan 1/3 hukuman tidak
diberlakukan karena hukuman utamanya sudah mencapai batas maksimum.

Berkaitan dengan sistem absorbsi stelsel yang dipertajam, terdapat
teori gabungan perbuatan dalam KUHP yang termasuk dalam sistem ini yang
disebut dengan teori penyerapan keras. Teori ini mengenai gabungan
perbuatan nyata (concursus realis) yang diancam hukuman pokok yang
semacam. Sehingga salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman
tersebut diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang
seberat-beratnya.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa semua unsur tindak pidana

* Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 137.
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perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan
perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan
yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Untuk lebih
jelasnya, terdapat dalam tabel berikut ini.®

Tabel 4.1 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 7

Pasal | Tindak Pidana Pidana | Pidana Denda/Tambahan/ata | Pidana
Min. Maks. u Tambah
an
7 (1) | Perdagangan orang | 4 20 tahun | 160-800 juta rp -
mengakibatkan tahun
korban menderita
luka berat,

gangguan jiwa
berat, penyakit
menular  lainnya
yang
membahayakan
jiwanya,
kehamilan, atau
terganggu atau
hilangnya  fungsi
reproduksinya

7 (2) | Perdagangan orang | 5 Seumur | 200 juta-5 miliar rp -
mengakibatkan tahun | hidup
kematian

Dengan memperhatikan tabel tersebut, penulis dapat menyimpulkan
bahwa penetapan pidana penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1)
dikarenakan adanya perbuatan lain yang berkaitan dengan perbuatan tindak
pidana perdagangan orang yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban
menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang

membahayakan jiwanya (HIV/AIDS), kehamilan, atau terganggu atau

> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang..., 134.
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hilangnya fungsi reproduksi (selaput dara tidak utuh atau rusak). Sehingga di
dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa jika tindak pidana trafficking
tersebut mengakibatkan luka berat dan lain-lainnya, maka ancaman
hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman hukuman sebelumnya. Hukuman
sebelumnya yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15
tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 600.000.000,00. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana
dalam Pasal 7 ayat (1) yang semula hukumannya minimal 3 tahun dan
maksimal 15 tahun kemudian terjadi penambahan 1/3 hukuman, maka sanksi
pidana penjaranya menjadi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
dengan disertai pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 800.000.000,00.

Analisis terhadap Penambahan 1/3 Hukuman bagi pelaku tindak pidana
Perdagangan Orang menurut Figh Jinayah

Allah yang maha bijaksana tidak berlebihan dalam segala sesuatu
dengan sebaik-baiknya. Adanya hudiid, qQisas-diyat, kafarat dan ta zir adalah
untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia. Dalam menciptakan hukum
serapi-rapinya yang memberikan jaminan kebahagiaan bagi manusia dengan
penuh kemaslahatan.

Qisas-diyatr merupakan sanksi yag diperuntukkan bagi pelaku
pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman qisas berlaku untuk jarimah
pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan diyat merupakan

hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan semi
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sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah

dalam Surat Al-Nisa’ ayat 92 yang berbunyi:
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Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)
membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.®

Dalam hal ini perlu adanya hukuman bagi pelaku trafficking yang

mengakibatkan luka berat. Hukuman dalam bahasa Arab disebut ’ugibah.

Lafaz " ugibah menurut bahasa berasal dari kata: ( <& ) yang sinonimnya:

( 48y sls 3 488 ) artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.
Sehingga dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia
mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.
Sedangkan menurut istilah hukuman adalah salah satu tindakan yang

diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan..., 135.
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ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan
kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan
individu.”

Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa unsur atau perbuatan itu
disebut sebagai jinayah yaitu diantaranya adalah: pertama, adanya nash yang
melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas
perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (al-Rukn
al-Syar’i). Kedua, adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik
berupa meninggalkan perbuatan yang diharuskan atau melakukan perbuatan
yang dilarang. Unsur ini dikenal dengan unsur material (al-Rukn al-Madi).
Ketiga, pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima panggilan
(khitbah) atau dapat memahami pembebanan (taklif), artinya pelaku kejahatan
tadi adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang
mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-Rukn al-
Adabi).

Bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan
sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai
apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk
menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri
merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena
melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penentuan jenis

ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat

7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 137.



78

dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana
tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam
pemidanaan.

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya
perbuatan yang dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak
dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk
peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan negatif.
Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang.

Ketika melihat kasus trafficking yang terjadi, para trafficker mulai
dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau
penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau
bentuk-bentuk lain dari kekerasan penculikan, kecurangan, penipuan,
penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan atau memberikan atau
menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi
mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain
eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-
praktek yang hampir sama dengan perbudakan, penghambaan atau
pengambilan organ tubuh, harus diberi sanksi yang tegas.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 telah memberikan
sanksi yang tegas bagi pelaku trafficking. Indikasi yang dapat dilihat adalah
adanya pemberatan sanksi pidana yaitu penambahan 1/3 hukuman dari

ancaman hukuman sebelumnya.
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Di dalam figh jinayah, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa
golongan menurut segi tinjauannya yaitu berdasarkan pertalian satu hukuman
dengan lainnya yang meliputi hukuman pokok (al-’ugibah al-asliyyah),
hukuman pengganti (al-'ugizbah al-badaliyyah), hukuman tambahan (al-
‘Ugubah al-tab ’iyyah) dan hukuman pelengkap (al- ugizbah al-takmiliyyah).

Berdasarkan analisis penulis terhadap penambahan 1/3 hukuman
dalam Pasal 7 ayat (1), ternyata ditemukan mengandung dua unsur hukuman
yaitu termasuk dalam al-’ugubah al-badaliyyah dan al-’ugizbah al-
takmzliyyah. Termasuk al-’ugibah al-badaliyyah karena di dalam Pasal 7
ayat (1) terdapat unsur jarimah penganiayaan yang disengaja sehingga harus
menggunakan hukuman qisas (balasan setimpal). Namun qisas sebagai
hukuman pokok (al-’ugizbah al-asliyyah) sulit diterapkan dalam trafficking
sehingga harus menggunakan diyat sebagai hukuman pengganti (al- ugizbah
al-badaliyyah). Hukuman qisas terhalang karena hukumannya tidak dapat
dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini logis
ketika korban mengidap penyakit yang menular, gangguan jiwa berat, hamil
dan rusaknya alat vitalnya maka tidak mungkin dibalas setimpal. Namun jika
mengakibatkan luka berat (perlukaan) dan hilangnya reproduksi maka dapat
dilaksanakan hukuman qgisas.

Pemotongan, menghilangkan fungsi, membuat cacat atau melukai

anggota badan dikenakan diyat sebagai berikut 8

® Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.
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- Diyar 100 ekor unta (seharga 1000 dinar) yaitu bagi anggota badan yang
berpasangan.
- Diyar 50 ekor unta yaitu bagi anggota badan yang berpasangan jika salah
satunya terpotong.
- Diyar 33 ekor unta yaitu bagi luka kepala sampai otak,luka badan sampai
perut.
- Diyat 15 ekor unta (seharga 150 dinar), jika melukai kulit diatas tulang.
- Diyar 10 ekor unta (seharga 100 dinar), jika melukai sampai mematahkan
tulang.
- Diyat 5 ekor unta (seharga 50 dinar), jika melukai mata atau kepala sampai
menampakkan tulang.
Diyat yang digunakan dalam jarimah ini adalah ad-diyatul kamilah
(diyat lengkap), karena mengakibatkan perlukaan yang berat dan sulit untuk
disembuhkan. Ad-diyatul kamilah adalah seratus ekor unta atau seharga uang
1000 dinar.” Pelakunya patut di hukum ad-diyatul kamilah oleh hakim atau
penguasa. Ini didasarkan atas hukuman yang memang dapat dilaksanakan
terhadap pelaku. Di Indonesia juga terdapat hukuman Diyat (denda), seperti
dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling
banyak Rp. 800.000.000,00. Harga 1 ekor unta adalah Rp. 50.000.000,00,
maka diyat seratus ekor unta senilai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah). Denda dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun

° Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 3, (Jakarta: Kharisma IImu,
2007), 73.
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2007 tidak sesuai dengan diyat (denda) yang senilai dengan 100 ekor unta.
Hal ini disebabkan karena nominal denda yang terdapat dalam Pasal 7 ayat
(1), yaitu antara Rp. 160.000.000,00 - Rp. 800.000.000,00 lebih sedikit
dibandingkan dengan nominal seratus ekor unta seharga Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Disamping terhalang oleh beberapa sebab, hukuman gisas juga

dapat gugur karena beberapa sebab. Diantaranya yaitu:
1. Tidak adanya tempat (obyek qgisas).
2. Adanya pengampunan dari keluarga korban.
3. Adanya perdamaian.

Sedangkan termasuk al-ugizbah al-takmiliyyah dalam penambahan
1/3 hukuman karena memenuhi unsur penambahan hukuman yang mengikuti
hukuman pokok. Hukuman pokok bagi pelaku trafficking adalah pidana
penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun. Kemudian pidana
denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketika terjadi
penambahan hukuman yang mengikuti dari hukuman pokok, maka hukuman
tersebut dapat dikatakan sebagai hukuman pelengkap (al-'ugibah al-
takmzliyyah). Karena hukuman tersebut merupakan penyempurna dari
hukuman sebelumnya. Sehingga penulis menarik kesimpulan dari teori
tersebut bahwa penambahan 1/3 hukuman dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan
teori Al-"Ugubah Al-Badaliyyah Al-Takmiliyyah (hukuman pengganti dan

pelengkap).



